BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1376, 2012 KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Telepon
Seluler. Handheld. Komputer tablet. Impor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER,
KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
kepada konsumen dan menciptakan tertib
administrasi impor telepon seluler, komputer
genggam (handheld), dan komputer tablet, perlu
mengambil langkah kebijakan di bidang impor
atas produk telepon seluler, komputer genggam
(handheld), dan komputer tablet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan,;

Mengingat X 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3214);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3806);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan,
dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di
Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab
Menteri Perdagangan Dalam Bidang
Perdagangan Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa,;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi
Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap
Barang dan Jasa yang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
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16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu
Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa
Indonesia Bagi Produk Telematika dan
Elektronika;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan
Umum di Bidang Impor;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban
Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan
Angka Pengenal Importir (APl) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;

22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
81/M-IND/PER/8/2012 tentang Pendaftaran
Telepon Seluler dan Komputer Genggam
(Handheld);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER
GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Telepon Seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan
yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan
menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali
telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex. 8517.12.00.00.

Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant
(PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis
genggam (handheld), dengan Pos Tarif/HS 8471.30.10.00.

Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel
yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti
masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari,
selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai
alat komunikasi maupun tidak dengan Pos Tarif/HS ex.
8471.30.90.00.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan
Komputer Tablet, yang selanjutnya disebut IT Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet adalah
perusahaan yang disetujui untuk melakukan impor Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet untuk keperluan
kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau
memindahtangankan kepada pihak lain.

Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld)
dan Komputer Tablet, yang selanjutnya disebut Pl Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet adalah ijin impor
Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.

Tanda Pendaftaran Produk Impor, yang selanjutnya disebut TPP Impor
adalah surat tanda pendaftaran untuk produk Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet yang akan
diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet, dan jumlah,
yang diterbitkan oleh  pejabat instansi/Zunit teknis terkait yang
berwenang.

Prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri adalah perorangan atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
di luar negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan
penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis
atas impor yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh Surveyor.
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